PROBLEM PENERAPAN BAGI HASIL

DALAM PEMBIAYAAN DI PERBANKAN
SYARIAH

Abstract
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A. Pendahuluan
Prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) merupakan karakrer unik
yang melekat sekaligus menjadi pembeda hakiki sistem keuangan

syariah dengan sistem keuangan konvensional yang menggunakan
nstrumen suku bunga. Dalam kenyataannya, karakter unik i1 belum

"Penulis adalah Magister Sains Studi Ekonomi Keuangan Syariah, dosen tetap Jurusan
Syanah STAIN Purwdkerto.
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nampak benar dalam aktivitas operasional perbankan syariah, sehingga
banyak pihak menilai bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank
konvensional. Secara konseptual bagi hasil banyak mendapat dukungan
dan sangat berkembang. Namun dalam implementasinya pada
pembiayaan di bank syariah ia masih rendah baik secara kuantitas
maupun kuantitas.

Tulisan ini memaparkan tentang konsep bag hasil di perbankan
syariah, rasionalitas dan realitas problem dalam penerapannya. Di
bagian akhir tulisan dipaparkan berbagai masukan untuk mengatasi
problematika minimnya penerapan bagi hasil dalam pembiayaan

B. Konsep Bagi Hasil di Bank Syariah

Akad berbasis bagi hasil merupakan wacana paling dominan
dalam literatur keuangan Islami di seluruh dunia.! Bagi hasil atau proft
and losssharing (PLS) merupakan suatu prinsip dalam kerjasama ekonomi
di mana masing-masing mitra berbagi keuntungan maupun kerugian
(resiko) atas bagian modalnya sesuai dengan kesepakatan. Umumnya
ahli ekonom Islam memasukan PLS dalam dua model besar yaitu
mdarabah dan nusharakab.

Dalam perbankan syariah, prinsip PLS ini diaplikasikan baik
dalam produk pendanaan dan produk pembiayaan. Dalam produk
pendanaan digunakan mdarababh sebagai sumber pendanaan seperti
deposito. Sementara untuk pembiayaan prinsip bagi hasil ditawarkan
dalam dua bentuk yaitu musharakab (joint venture profit sharing) dan

'Penckanan pada prinsip bagi hasil berangkat dan pelarangan Islam terhadap bunga.
Banyak pendapat mengemuka bahwa model-model teoritis keuangan perbankan syariah
berlebihan dalam menilai sistern PLS. Namun tetap saja PLS menjadi pembicaraan yang dominan.
Humayon A. Dar & John R Presley, “Lack of Profit Shawng in Islamic Banking: Management and
Control Imbalances,” dalam International Josemal of Kamic Fnancial Senes, 2: 2, (2000), hal. 34.

*Zainul Anfin, Mernahami Bank Syariah: Lingkup, Pduang, Tantogandan Prospek (Alvabet:
Jakarta, 2000), hal. 30.
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Pembiayaan nushirakah adalah akad kerjasama antara bank
dengan pengusaha (mdanb) untuk saling menyokong modal usaha dan
berbagi baik keuntungan (mdanb) maupun kerugian (loss) berdasarkan
nisbah yang telah disepakati bersama. Pembiayaan mudarahah adalah
akad kerjasama antara bank dan pengusaha di mana modal usaha
sepenuhnya (100%) berasal dari dari bank. Adapun pengusaha sebagai
penerima modal mengelola usaha yang dibiayai bank dan berkewajiban
maka risiko sepenuhnya ditanggung oleh bank selama kerugian tersebut

C. Rasionalitas Sistem Bagi Hasil

Kontrak bagi hasil pada prinsipnya memberikan keleluasaan bagi
pengusaha untuk menentukan level optimalisasi usaha yang akan
dilakukannya. Level optimalisasi ini dikelola melalui instrumen nisbah
modal (sab al-mal).” Baldwin (2000) dengan persamaan matematisnya
membuktikan bahwa transaksi shamg sangat rasional. Rasionalitas
transaksi shomg menurutnya dapat diturunkan melalui prinsip s gane
memberikan reerus utiliti mazanuon pula bagi mdanb).*

Penelitian Kuhn-Tucker berhasil menggambarkan kondisi
simetrik (dipenuhinya informasi bagi masing-masing pihak yang
bertransaksi) memenuhi asas rasionalitas dan parero oprimal (pengukuran
efisiensi dari alokasi dan distribusi sumber daya yang paling optimal).
Dengan menggunakan teorima Kuhn-Tucker, dapat dibuktikan bahwa

’JR Presley dan Sessions, ]G, “Islamic Economics: The Emergence of aNew Paradigm”
dalam The Ecomomic Jaend, Vol 104 (1994), hal. 584-596.
University, 2000, hal.78.
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dalam kondisi ideal di mana masing-masing pihak mendapatkan akses
terhadap informasi secara lengkap (2g0rmationally symmetric) konsep
sharing merupakan suatu pilihan yang optimal (first best solution). Pareo
optimal dari transaksi didapatkan dengan mengoptimalkan fungsi bagi
hasil yang dibatasi oleh mznmium eqpeced moneary surplus.’
Rasionalitas sistem bagi hasil nampak pula pada pemenuhan asas
keadilan bagi pihak-pihak yang berkontrak. Dengan adanya distribusi
risiko dan tanggung jawab dalam pengelolaan modal maka pembebanan
tidak pada satu pihak saja melainkan dipikul bersama.® Keadilan ini
juga diwujudkan dalam pembagian keuntungan usaha antara pemilik
modal dan pengusaha. Pada sistem keuangan konvensional, sejak awal
pemilik modal telah memastikan keuntungan yang harus dibayar oleh
pengusaha sebesar prosentase tertentu (suku bunga) dari modal.
Sementara risiko usaha dan tanggung jawab atas pengelolaan modal

dialihkan begitu saja kepada pengusaha.

Kegiatan sektor riil pada umumnya memerlukan waktu yang
cukup lama untuk menciptakan hasil. Sistem bagj hasil memungkinkan
aktivitas sektor riil mendapatkan back #p pendanaan untuk investasi
dalam jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan sistem
pendanaan konvensional (defx system).”

Secara makro, penerapan konsep shamg dapat mengurang; ke-
mungkinan terjadinya stagflasi mengingat konsep sharing dapat
mengurang tekanan kenaikan biaya pada saat kondisi sektor produkuf
sedang mengalami penurunan efisiensi sehingga pada saat itu perusahaan
masih dapat terhindar dari kebangkrutan. Dengan demikian, secara
makro sistem PLS akan dapat mendukung penciptaan perekonomian
yang lebih stabil.

*Bank Syaniah, Filosofi dan Operasi (Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia,
2001), hal.7.

*Syahril Sabirin, * Perbankan Syariah di Tengah Indsstri Kevangan Global),” makalah kuliah
umum STEI Tazkia, Jakarta, 16 september, 2003, hal. 5.

"Mulya Siregar, “Bank Syariah Solusi Permasalahan Perbankan Nasional ?” dalam
Magalah Pengembangan Pertembkan, No 89, Met-Juu 2001.
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Sistem bagi hasil menyediakan informasi berupa tingkat bagi hasil
secara kontinyu. Tingkat bagi hasil perbankan syariah dapat
dimanfaatkan sebagai indikator yang membenkan enty warnmng system
(peringatan dini terhadap bahaya) bagi nasabah menyangkut kinerja
bank syariah.® Tingkat bagi hasil yang rendah menjadi sinyal tingkat
pencapaian pendapatan yang rendah ataupun tingkat biaya yang tingg:
(inefisiens) yang terjadi di bank syariah. Manakala tingkat bagi hasil
terus merosot, maka penabung bank syariah memperoleh isyarat bahwa
sesuatu yang buruk sedang terjadi pada banknya, sehingga ia bisa

mengantisipasi.

D. Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah

Pada umumnya bank syariah baik di dalam maupun di luar negri
termasuk Islamic Development Bank (IDB) masih terfokus pada
pembiayaan non PLS. Lebih dari 50% dari portofolio pembiayaan bank
syariah adalah nzeubabah, yaitu skema pembiayaan yang berbasis jual
beli. Porsi munabahah dari total pembiayaan yang dilakukan oleh
perbankan syariah di Indonesia saat ini mencapai 61,80%. Sedangkan
porsi mudarabah dan musharakah masing-masing mencapai 19,55% dan
11,31%.” Hanya perbankan syariah di Sudan yang telah dapat memper-
kecil porsi Murahahah menjadi hanya 31,7% dan memperbesar porsi
musharakah yang mencapai 38,1%, sedangkan porsi mudarabah baru
mencapai 8% pada tahun 2000.° Kecenderungan bank syariah yang
masih terfokus pada muababah dapat dimaklumi karena jenis
pembiayaan ini yang paling smple dan aman.

*Budi Seryanto,”Keuntungan Menabung di Perbankan Syanah,” dalam 7azkuz Institute
Owlire, Senin, 16 September 2002.

*Statisttk Perbankan Syaniah Februari 2007(Jakarta: Direkiorat Perbankan Syariah Bank
Indonesia, 2007), hal. 20.

M. Nur Birton, “Prospek Penerapan Distribusi Bags Hasil Profit Shomg,” tesis idak
dipublikasikan, Jakarta: Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia,
2004, hal. 9.
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Jika diakumulasikan dari keseluruhan portofolio pembiayaan
perbankan syariah Indonesia yang beroperasi kurang dari 10 tahun —
meliputi 3 bank umum syariah (BUS), 21 unit usaha syariah (UUS)
dan 105 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) — porsi pembiayaan
bagi hasil yang terdin dani pembiayaan n2darahah dan musharakah baru
mencapai 30,8% dari total portofolio pembiayaan atau sebesar Rp 6,316
trilliun. Sedangkan porsi pembiayaan non-bagi hasil mencapai 69,2%
atau senilai Rp 14,15 triliun, terdiri dari Murabdbah (61,8%), istisna’
(1,59%) dan lainaya (5,75%)."

Demikian halnya portofolio pembiayaan yang disalurkan 10 bank
syariah terbesar di dunia, dengan masa operasi lebih dari 10 tahun.
Dari total pembiayaan sebesar USS$ 8.563.083 juta, porsi masing-masing
pembiayaan (menggunakan rata-rata tertimbang) 143menunjukkan
porsi pembiayaan bagi hasil sebesar 32%, sementara yang non-bagi
hasil mencapai 68%."

Portofolio pembiayaan belum mencerminkan hakikat bank
syariah karena masih didominasi pembiayaan bukan profit and loss sharing
(PLS). Seberapa pun tinggi tingkat pencapaian bank syariah secara
individual, industri perbankan syariah masih jauh dari keberhasilan
menerapkan prinsip bagi hasil dalam pembiayaannya.

Ketimpangan ini menimbulkan kritikan bahkan hujatan atas
otentisitas keislaman bank syariah.” Timbulnya gagasan mende-
konstruksi bank syariah, sebagian besar diakibatkan oleh apa yang
disebut penciptaan kredit melalui transaksi rmunibahah (debt frmancng),
atau dominannya mark up financng (mwabahab) atas bag hasil (epaty
fmancing) oleh bank syariah.'* Masyarakat melihat bahwa praktik

"Statrstik Perbvenkan Syariah - Februari 2007, hal. 32.

“Tanpa nama. Statistic §f Islarmic Bank and Financial Institution - 2003, (Jeddah : bater national
Association of Islamic Banks, 2003).

“M. Nur Birton, “Prospek Penerapan Distribusi Bagi Hasil Profit Sharing.” Tesis tidak
dipublikasikan. Jakarta: Program studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia,
2004, hal. 13.

"Zaim Saidi,”Bank Syariah Tidak Islami,” dalam Repudiika Online, 18 Juli 2003.
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muaabaah, meskipun dibenarkan oleh syanah, idenuk dengan bunga
yang ‘disyariahkan’. Sebagian lagi memandang lebih ekstrim bahwa
“bank syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional dikurang;
bunga ditambah jlbab.”*

Majalah bisnis keuangan syariah berpengaruh turut menulis
dengan sarkastik dan menyebut bank syariah sebagai bank mzenbdha.

E. Problem Penerapan Bagi Hasil dalam Pembiayaan
di Bank Syariah

positif di tingkat wacana, tetapi negatif di tingkat implementasi,

terutama pada aspek pembiayaan. Ada sejumlah alasan yang

dikemukakan tentang minimnya (kack) pembiayaan berbasis bagi hasil:"

Pertama, kontrak bagi hasil dapat menjadi disinsentif bagi pengu-
saha untuk menggerakkan usahanya, dan mendorong pengusaha untuk
dengan yang sesungguhnya diperoleh. Hal ini disebabkan perbedaan
pandangan mengenai kepemulikan atas keuntungan akhir antara konsep
PLS dan kapitalis yang membolehkan keuntungan akhir menjadi hak
pengusaha. Pada dasarnya para kapitalis enggan memikul risiko
kerugian. Keengganan ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk
udak menggunakan sistem bagi hasil sehingga menimbulkan respon
negatf dan kebanyakan komunitas bisnis.

Kedua, kontrak bagi hasil mengharuskan adanya kejelasan
mengenai hak-hak kepemilikkan. Kebanyakan negara Islam udak
melindungi hak-hak tersebut. Hal ini salah satu yang menyebabkan
kurang menariknya PLS. Keiga, bank-bank Islam dan perusahaan

* Rasyad A. Panindun,”Bank Islam Sebenar-Benamya® dalam KoranTenpo Onioe, 11
Juli 2003,
“ Maalah Modal, No 9/1 Juli 2003.
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mvestasi harus menawarkan nsikoyang relatif lebih rendah pada produk
pembiayaannya (madarahadh dan musharakab) dari bank konvensional
yang sudah lebih mapan dan kompetitif. Keempa, terbatasnya peran
sharebolder (investor) dalam manajemen menjadikan mereka seeping
partner. Hal ini kurang dapat diterima umum, karena pihak yang
menanamkan dananya tidak dapat andil dalam pengambilan keputusan.

Kelima, pembiayaan ekuitas tidak feasible untuk proyek jangka
pendek yang berisiko tinggi. Hal ini membuat bank Islam dan
perusahaan investasi menyadari perlunya suatu model lain yang
menawarkan tingkat /tkuiditas yang lebih pasti. Kemom, perlakuan yang
tidak adil dalam hal pajak, di mana profit yang dikenakan pajak adalah
keuntungan yang telah dikurangi bunga karena diakui sebagai biaya.
Sedangkan dalam PLS tidak ada bunga. Kenguh, belum adanya pasar
sekunder untuk memperdagangkan instrumen lembaga keuangan Islam.
Konsekuensinya lembaga keuangan Islam gagal untuk secara efekuif
memobilisasi sumber-sumber pendanaan.

Secara lebih teknis, permasalahan yang terjadi dalam sistem PLS
adalah bersumber dari sulitnya menciptakan kondisi ideal sebagai
prasyarat bagi pelaksanaan konsep shaoing sebagai suatu pilihan yang
optimal (first best solution). Dalam kenyataan, kondisi ideal di mana
masing-masing pihak mendapatkan akses terhadap informasi secara
lengkap (mformationally symmetric) secara praktis sulit ditemui.
Ketidaksimetrisan informasi ini memunculkan apa yang disebut sebaga:
agency problem. Problem agensi inilah yang menjadi penyebab utama
rendahnya tingkat pembiayaan berbasis PLS.™

Potensi masalah yang mungkin muncul bersumber dari ketidak-
sempurnaan informasi adalah sulitnya pemilik modal untuk melihat
tingkat kegiatan usaha dari madanb (snobservdble/Indden effort) secara

YDr dan Presley; “Lack of Profit,” hal. 29.
Wibad, hal. 30-35.
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pasti dan terbatas sekali peluang akses informasi khususnya menyangkut
tingkat produktivitas suatu usaha nadanb (Pudden productiuity).”

Kesungguhan usaha madarb sulit diketahui secara pasti
(unobserwable) mengingat dalam kontrak sharng mudanb diberikan
kebebasan untuk menentukan sendiri level usaha yang dilakukan.
Dengan kata lain, »mdanb akan memiliki program optimasi sendiri.
Mudanb akan mengoptimalkan szility yang akan didapatkannya dengan
cara maksimisi (perolehan - biaya ).

Dalam kontrak, mdanb sering kali memiliki informasi yang
memuliki level informasi yang lebih lengkap dibandingkan sabib almal.
Sabib al-mal udak memiliki informasi yang akurat mengenai level
produktivitas (tingkat hasil) dari usaha yang dilakukan. Mudanb dalam
kondisi ini akan memiliki #yformational rent dalam melakukan transaksi
yang dapat digunakan dalam melakukan horgan yang menguntung-
kannya secara sepihak.

Permasalahan lain dalam pembiayaan bagi hasil khususnya
mudarabah adalah:® pertama, standar moral yang berkembang di
komunitas muslim tidak memberikan kebebasan penggunaan bagi hasil
sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang
mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif
terhadap setiap investasi yang diberikan.Yang demikian itu membuat
operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien.”
Kedua, ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil yang tidak
menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dalam ekonomi
kontemporer. Berbagai masalah yang berkaitan dengan aplikasi
musharakah dan mudarabab pada tingkat institusional (bank) sulit

" Bank Syariab, hal 11.

®Muhammad, Korstruks: Mudarabah dalam Bisnzs Syanah: Mudarabah dalam Wacana Figh
dan Praktek Ekoriormi Modern (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yokyakarta, 2003),
hal. 114-118.

#Gamal Attia,"Financial Instruments Used by Islamic Banks,” dalam Kamac Ranking
and Finance (London: Butterworth,1986), hal.101-119.
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diterapkan.” Ketiga, kebutuhan yang besar dari untuk terlibat dalam
usaha yang menggunakan sistem bagi hasil akan mengecilkan naluri
pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas.?
Keempat, dari segi biaya, upaya lebih yang dilakukan oleh bank syariah
untuk mengelola dan memantau usaha mdank akan memakan biaya
besar.*

Kelima, penggunaan sistem bagi hasil menuntut bank untuk
memuliki pengetahuan luas mengenai aktivitas ekonomi untuk mempre-
diksi keuntungan pada tiap jaringan serta mengetahui keadaan keuangan
investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek.” Kazwon, biaya
dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil udak diketahui secara
jelas dan pasti, sedangkan dalam sistem bunga biaya dana pinjaman
diketahui jelas. Alasan kepraktisan im menjad: hal yang penting dalam
akuvitas bisnis. Ketupub, efisiensi aktivitas usaha mdanb sulit diketahui
mengingat sistem bagi hasil mengabaikan kepastian pembagian hasil
usaha memperbesar risiko penyelewengan dana pinjaman terhadap
investasi riil.

Banyaknya masalah dalam pembiayaan bagi hasil menempatkan
pemilik modal dalam posisi yang sangat terbuka terhadap risiko dan
berpotensi besar mengalami kerugian. Risiko akan menjadi lebih besar
jika muncul perilaku negatif dari m2danb dalam bentuk side streaming,
yaitu menggunakan dana tidak sesuai dengan kontrak dan advere
sdection,, yaitu mdanb memilih sistem PLS hanya untuk proyek usaha
berisiko tinggi (high nsk) dan rewrze rendah, sedangkan untuk proyek
usaha dengan keuntungan tinggi dan berisiko rendah lebih memilih

2Sheikh Mahmud Ahmad, Tawands Interest-Free Banking (Lahore: Institute of Islamic
Culture,1989), hal.44.

ZIngo Karsten, “Islamic and Financial Intermediation,” IMF Staff Papers, Maret 1982,
hal.133-134.
[bnd, hal.127-128.

“Muhammad Akram Khan, “A Survey of Cnitical Literature on Interest-Free Banking,”
Jorrnal of Kamic Banking and Finance, Winter 1989, hal.46.
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sistem bunga.”® Mengingat besarnya potensi risiko usaha yang harus
dihadapi ini, maka bank syariah cenderung bersifat risk aver.

F. Peningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembiayaan
Bagi Hasil

Mengingat rasionalitas sistem bagi hasil dan potensi manfaatnya
yang besar baik secara mikro (bagi pthak-pihak yang bertransaksi) dan
secara makro (lebth mendukung perekonomian yang adil dan stabil),
berbagai potensi masalah dalam pembiayaan bagi hasil menjadi
menantang untuk dicarikan solusinya.

Untuk mengantisipasi timbulnya problem bagi hasil, sebelum
menentukan jenis kontrak yang akan dipilih, sekurangnya harus
dipenuhi dua persyaratan sekaligus, pertana, kontrak harus memberikan
jaminan pendapatan yang bagus; kedua, kontrak tidak boleh melenceng
dari pedoman syanah yang mengajarkan agar usaha disangga secara
bersama, baik dalam membagi keuntungan ataupun menanggung
kerugian. Anjuran itu antara lain adalah transparansi dalam membuat
kontrak (symmetric mformation), penghargaan terhadap waktu (gffort
sensittve), amanah (lower preference for opportunity cost).”

Potensi masalah yang timbul dalam pelaksanaan kontrak pada
dasarnya dapat dikurangi dengan beberapa cara yaitu:*

1. Peningkatan kualitas preferensi pengusaha dalam menerima
amanah. Rasa amanah yang tinggi dari pengguna dana akan
menjauhkannya dan perilaku mora hazard yang merugikan sekaligus
mewujudkan kemitraan yang sejati dengan pemilik modal.

% Adiwarman A Karim, Ekonomi [dam : Suatu Kagian Kontenporer (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001), hal 4.

“Dadang Mulyawan, “Tinjauan Kritis Konsep Bagi Hasil dalam Kontrak,” dalam
Republika Online, Senin, 29 Oktober 2001.

®Bank Syariah, hal.18.
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2. Peningkatan kualitas transparansi dalam kontrak seperti
penyusunan kontrak yang lebih terinci serta pemakaian Lendwnarking
Cara terbaik untuk mengurangi #formational rent adalah dengan
meningkatkan akses informasi tentang produktivitas usaha yang
dapat dinyatakan dalam bentuk indeks produksi industni sejens.
Misalnya indeksasi produktivitas dari usaha-usaha sejenis.”®

3. Modifikasi skema kontrak antara pemilik modal dan pengusaha.
Modifikasi dimungkinkan dalam kontrak bagi hasil mengingat
keunikan tiap-tiap jenis usaha dan kemampuan pengusaha dalam
menjalankan aktivitas usahanya.

Dengan ketiga cara tersebut, pihak yang berkontrak akan memuliki
peluang untuk lebih jauh mendapatkan manfaat. Beberapa pendekatan
variasi transaksi telah dilakukan oleh Stglitz® untuk membuktikan
secara teoritis bagi penjelasan berhasilnya fenomena kontrak dalam
bidang agroindustri yang secara efektif dapat memacu motivasi
pengusaha untuk selalu meningkatkan usahanya dalam upaya untuk
meningkatkan produktivitas yang menghasilkan benefit yang lebih
tinggi bagi kedua belah pihak (pzreto improemen).

Secara lebih spesifik, lembaga keuangan syariah harus mampu
mendesain secara mikro bentuk-bentuk transaksi yang sesuai (baik
secara analitis maupun empiris) dengan situasi masyarakat yang ada
agar bentuk transaksi yang digunakannya pada akhirnya dapat mencapai
tujuan kemaslahatan bersama.*

Terkait dengan bentuk transaksi, Mulya Siregar®?, menyarankan
agar bank syariah lebih menggunakan model pembiayaan nusharakab
ketimbang mdarabab dalam rangka memperbesar porsi pembiayaan
bagi hasil. Cara ini terbukti efektif di perbankan Sudan. Selama ini di

#Siregar, “Bank Syarah.”
*]. Suglitz and Weiss A., “Credit Rauoning in Markets with Imperfect Informaton,”
dalam Americzn Econormc Revaw, 71: 3 (1981), hal. 393-410.

\Bank Syariah, hal.10.
%iregar, “Bank Syariah.”
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perbankan syariah, upaya meningkatkan porsi pembiayaan bagi hasil
dilakukan dengan memperbesar porsi pembiayaan nzdarabah. Strategi
i1 menghadapkan bank syariah pada resiko 70nd hazand yang tingg
karena 100% modal ditanggung bank. Boleh jadi untuk mengantisipasi
banyaknya pembiayaan yang tidak peform (non performmg loan), bank
syariah mengeluarkan biaya monitoring yang tingg.

Strategl pengguliran pembiayaan musharakah dapat dilakukan
dengan mengajak deficit spending unit (peminat pembiayaan) yang telah
lolos sraening (menunjukkan perormance yang baik dan dapat dipercaya)
dan ber-nusharakah dengan lebih dari dua pihak, dapat terdiri dari dua
atau lebth DSU dan satu bank syariah. Masing-masing pihak yang ber-
musharakah harus menyertakan dana sebagai shoing pendanaan dari
kegiatan yang akan dilaksanakan. Adanya shae dari peserta nusharakab
menyebabkan para peserta bertanggung jawab dalam pelaksanaan
kegiatan yang disepakati.

Untuk meningkatkan kualitas transaksi shang, diperlukan faktor-
aktor pendukung yaitu:*
1. Akses terhadap informasi (transparansi) yang lebih baik.
Akses terhadap informasi dapat menurunkan intensitas mond
hazard serta adversesdection dalam proses penentuan menu transaksi
yang optimal. Akses informasi tersebut meliputi area dalam industri
serta data historis performansi individual sebagai bahan dasar
analisis untuk memperoleh nilai ekspektasi proyek secara akurat.
2. Preferensi dari pelaku transaksi itu sendiri.
Preferensi yang amanah dan terbuka dapat secara efektif menu-
runkan intensitas mora hazard. Beberapa pengembangan transaksi
sharing (seperti pemberian bonus jika mencapai level prestasi
tertentu) dapat pula diharapkan untuk meningkatkan kualitas
transaksi (paeto arprovement) yaitu suatu kondisi di mana skenario
transaksi yang telah dimodifikasi dapat memberikan insentif bagi

" Bank Syariah, hal.10.
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mdanb untuk memberikan gjortyang lebih tinggi. Insentif tersebut
dapat berupa peningkatan indekssharing yang ditetapkan lebih tingg
apabila performansi mzdarb melewati rreshold tertentu. Akibamya
baik pemilik modal (sahib al-mal) maupun rudarib akan
mendapatkan lengfit yang lebih tingg.
3. Standar akuntansi yang memadai.
Salah satu syarat yang cukup menentukan keberhasilan penerapan
konsep sharing dalam masyarakat secara luas adalah sistem
akuntansi yang selain sesuai dengan konsep syariah, juga
memberikan panduan yang akurat bagi penentuan definisi
pendapatan dan biaya. Lebih jauh lagi bagi operasional perbankan,
sistem akuntansi yang digunakan harus dapat menentukan level
risiko da.n transaksz
berhubungan langsung dengan tingkat asimetrik informasi dan
ketidaklengkapan pasar, bank syariah harus memiliki alat sorezmg untuk
mengurangi asimetrik informasi.* Menurut Khan*, untuk kesuksesan
penerapan bagi hasil, dibutuhkan sumber daya yang lebih untuk
aktivitas koleksi informasi. Tambahan biaya juga dibutuhkan untuk
aktivitas monitoring dan pengawasan yang bertambah.*

Presley dan Session mengajukan cara pengendalian asimetrik
informasi melalui merutivecompatible constraint.”” Model martivecompatible
constraint ini kemudian diadopsi oleh Karim untuk mengendalikan
penerapan pembiayaan mdarabah di Bank Muamalat Indonesia. Untuk
mengurangi kemungkinan terjadinya risiko asimetrik informasi, berupa

“Muhammad, Korstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syariah: Mudarabah dalam Wacana Fgh
dan Praktek Ekonoms Modern (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yokyakarta, 2003),
hal. 120.

“Sebagaimana dikutip oleh Muhammad dalam #ad. hal. 120.
%bid, hal. 120-121.

YJR. Presley dan Sessions, ].G., “Islamic Economics: The Emergence of a New
Paradigm”™ dalam The Economic Jaenal, Vol 104 (1994), hal. 584 - 596.
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moral hazard, Bank Muamalat Indonesia menerapkan sejumlah batasan

tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada nadanb, yairu:*

1. Menerapkan batasan atas porsi modal dari pihak mzdanbnya lebih
besar dan/atau mengenakan jaminan.

2. Menerapkan syarat agar madanb melakukan bisnis yang risiko
operasinya lebih rendah.

3. Menetapkan syarat agar mdanb melakukan bisnis dengan arus kas
yang transparan, dengan cara melakukan monitoring secara acak
maupun periodik dan mensyaratkan laporan keuangan yang
teraudit.

4. Menetapkan syarat agar madanb melakukan bisnis yang biaya tak
terkontrolnya rendah, karena timbulnya biaya tidak terduga yang
sebelumnya nudak dikomunikasikan oleh mdanb kepada pemilik
modal tentunya akan mengakibatkan 7 g keuntungan yang kecil
sehingga bagi hasilnya pun kecil.

Batasan atau syarat-syarat di atas merupakan bagian dari proses
monitoring dan supervisi bank syariah atas pembiayaan bagi hasil
Mudarabah yang disalurkan.

Dukungan dari sistem hukum, standar moral dan norma-norma
sosial juga turut mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan sistem bagi
hasil.”” Sistem hukum, himbauan moral dan norma sosial yang efekrif
akan menghindarkan terjadinya praktek mora hezzard dalam penggunaan
dana bank.

¥Muhammad, Konstruks Mudarabah, hal. 122-128.

¥Salman Syed Al “Social Norms and Trading Rules : Means to Reduce Moral Hazard
in Islamic Financial Contracts,” Gryference Papers, Fourth International Conference on Islamic
Economics and Banking Loughborough University, UK, August 13 - 15, 2000. hal. 351.
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G. Penutup

Sistem bagi hasil, sesungguhnya sangat rasional dan memiliki
potensi manfaat yang besar secara mikro maupun makro. Di tingkat
implementasi, rendahnya kuantitas dan kualitas pembiayaan bagi hasil
di perbankan syariah Indonesia dan di dunia banyak muncul dari kom-
pleksitas problem yang ada di dalam sistem bagi hasil dan
penerapannya. Mengingat kemampuan bank syariah dalam memberikan
kontribusi penyelesaian masalah perekonomian Indonesia sangat
tergantung dari keberhasilannya dalam melakukan pembiayaan bagi
hasil, Mudarabah dan Musharakah, maka diperlukan upaya dan
komitmen yang sungguh-sungguh antara berbagai pihak (bank, pemilik
dan pengguna dana, pemerintah serta masyarakat) untuk mengatasi
problem bagi hasil, yang sesungguhnya bersumber dari perilaku para
pelaku yang terlibat dalam kontrak bagi hasil.

Secara internal, berbagai strategi dan teknik antisipasi risiko dalam
pengguliran pembiayaan bagi hasil dapat diterapkan oleh bank dengan
mempertimbangkan kemampuan sumber daya bank dan kemampuan
pengusaha. Secara eksternal, dukungan kebijakan dari pemerintah dapat
diwujudkan melalui kerangka hukum dan pelaksanaan yang jelas.
Sedangkan dukungan dari masyarakat diwujudkan melalui penegakan
moral dan etika serta norma -norma sosial. Secara efekuf, daya dukung
eksternal tersebut akan meminimalkan perilaku moral hazard dan adverse
selection, dan memunculkan perilaku yang selaras dengan semangat bagi
hasil yaitu adil dan transparan.
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